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BAB V 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua badan 

peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berwenang 

menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indonesia. Meninjau ketentuan 

peraturan. Mahkamah Konstitusi dan putusan PMK-nya No. 42/PUU-XIII-

2015 menjelaskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 huruf g dan 

Pasal 45 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menyetujui 

pemohon. Permintaan konstitusi, dan putusan mantan hakim MK, PMK 

Nomor 4/PUU-VII/2009, juga menjadi pertimbangan dalam putusan MK 

tersebut. -tahun hukuman setelah menjalani hukuman istirahat,Di sisi lain, 

Mahkamah Agung dan putusannya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 

46p/HUM/2018 Mahkamah Agung RI, mengabulkan permohonan pemohon 

dalam perkara ini, yang bersumber dari PKPU 2018 Nomor 20, Pasal 4, 

Paragraf 3 Pemeriksa frasa wajib menjadi calon legislatif.Dalam putusan 

ini, Ma Yu memutuskan PKPU Nomor 20 (20118) melanggar huruf g Pasal 

140 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Oleh 

karena itu, PKPU No. 20 (2018) adalah Penggantian tersebut disetujui oleh 

KPU berdasarkan pertimbangan Hakim Ma melalui PKPU Nomor 31 Tahun 

2018. 
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Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-

XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Agung RINomor 46P/HUM/2018 pasca 

putusan yang di kluarkan oleh MK dan MA yakni yang mengabulkan 

permohoan pemohon sehingga memberiakan ruang untuk para mantan 

narapidana untuk mencalonkan diri sebagai wakil Rakyat baik pada ranah 

Eksekutif maupun Legislatif. 

B. Saran 

Adapun rekomendasi yang akan penulis berikan dalam tulisan ini 

antara lain 

1. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang di golongkan sebagai 

kejahatan yang luar biasa (exraordinarycrime) mengingat dapaknya yang 

sangat luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan orang banyak, maka dari itu 

penurut penulis sudah langkah yang tepat jika harus di tangani pula 

dengan cara cara yang luar biasa pula agar menimbulkan efek 

jerah,menurut penulis dengan di beri ruangnya mantan narapina korupsi 

oleh Putusan MK RI dan MA RI dengan syarat syarat, justru akan 

menimbulkan efek yang sangat tidak baik untuk upaya penagan tindak 

pidana korups, Pembatasan untuk pencalonan mantan narapina untuk 

jabatan publik merupakn bentuk refleksi dari keseriusan  negara untuk 

menhadirkancalon calon yang benar- benar beintegritasbesih demi sebuah 

jabatan publik yang ideal seperti cita-cita pendiri bangsa yang terdapat 

pada pancasaila sebagai groundslah negara. 

2. Membatasi hak individual untk melindungi hak-hak orang banyak 
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sangatlah rumlah, disitulah menurut penulis, fungsi negara dalam 

membatasi hak-hak politik  mantan narapina untuk mencalonkan diri 

untuk mengisi jabatan publik untuk melindungi hak-hak pilih agar 

melahirkan para-para pemimpin yang beritegritas. seperti yang terdapat 

pada pembukaaan UUD NRI 1945 Melindungi segenap bangasaindonesia 

untuk tercapainya kerakyatan yang di pimpin oleh huikmatkebijaksanan 

dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat indonesia. 
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